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PUTUSAN
Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan
S1, tempat kediaman di RT. 06, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXKKK XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, Ssebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI,
PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara
Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,
yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2010 yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX
XXXXXXX, Kabupten Muaro Jambi, XXXXXxxx xxxxX, sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 339/01/X11/2010, tertanggal pada tanggal
02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup
menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga bepindah-pindah dan
terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, kemudian pada bulan
Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4, Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama:
- ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Suka Damai, 27 Agustus 2011,
Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
- ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 10 Juni 2017, Jenis
Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;
Yang mana pada saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari
semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2011
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh
karena:
a. Tergugat pada awalnya berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat
akan memberikan sesuatu kepada Penggugat, akan tetapi pada
kenyataannya apa yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat tidak
terlaksana hingga saat ini;
b. Tergugat seringkali tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terkait
dalam perihal keuangan sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari
terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5
(lima) akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah
kediaman bersama tersebut dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat
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sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri;
7. Bahwa sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah,
upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah
tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi
memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit
untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati
untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;
10. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat
ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat
dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama
Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang,

memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2, Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT)

dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Subsider :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator bernama Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagaimana
laporan tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara
perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil
sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 Juli 2024 yang
isinya sebagai berikut:

Pasal 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak pemeliharaan (hadhanah) atas
kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada
tanggal 27 Agustus 2011 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Juni 2017,
diberikan kepada Tergugat;

Pasal 2
Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua
anak tersebut tidak boleh menghalangi akses Penggugat sebagai ibu untuk
bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut di
waktu dan tempat yang disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat, dan
kedua anak tersebut;

Pasal 3
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mematuhi isi kesepakatan
tersebut dan jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan tersebut maka pih
ak yang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Pasal 4
Bahwa Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan terhadap posita
dan petitum gugatan Penggugat dengan memasukkan isi kesepakatan tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang m
emeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan tersebut ke dal

am pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan

Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;
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Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya
Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah
diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya
itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
339/01/X11/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong XXXXXXXXX
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, tanggal 02 Desember 2010. Bukti tersebut telah
dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 09 Desa XXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXX,  XXXXXXXXK  XXXXX  XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, di bawah

sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman
sekaligus tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXX sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada

Penggugat dan anak, saksi tahu karena saksi sering melihat Penggugat
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dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah bercerita kepada
saksi tentang kondisi rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak Maret 2023,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga,
namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXxXxXx
XXxxxxx, tempat tinggal di RT 09 Kelurahan Paal Lima, XXXXXXXXX XXXX
XXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXX XxxxX, di bawah sumpah, memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXX sampai Penggugat dan Tergugat berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknsepengetahuan
saksi Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat di rumah;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak Maret 2023,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian
telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud
ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara
Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi
dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H sebagaimana laporan
tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya
tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 29 Juli 2024 dan Penggugat
mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat
menyetujuinya,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang jawab menjawab hingga akhir
pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah
diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali
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berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu
gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang
terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun
Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak lagi menghadiri sidang
pembuktian, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas
perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari
kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to devorce) yang tidak
dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibakan dan
memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal
1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah salinan dari surat yang
dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik, isi salinan
sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P
telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH
Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai
suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan eksepsi
perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka
Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai legal
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standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) dan perkara a
guo merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti
untuk mengadilinya (vide Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah
memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya
hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-
saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa
mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut
Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat
yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
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2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami istri;

3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

o plad Y L)) L gl 1) ol 18] ) g2l e s 5 g0
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum,
serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut
agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci
menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 29 Juli 2024 dan Penggugat
dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan
tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan
disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah
Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan
kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan
gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak
terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai
kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di
atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan
tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29
Juli 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak
ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat
dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat
kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum
Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan
tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
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Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan

Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 29 Juli 2024 mengenai:
. Hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua orang anak Penggugat
dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 dan
ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Juni 2017, diberikan kepada Tergugat;
. Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas
kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi akses Penggugat sebagai
ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak
tersebut di waktu dan tempat yang disepakati bersama antara
Penggugat, Tergugat, dan kedua anak tersebut

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.l., M.Sy.
sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan
Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Afra Desmiarlen, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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dto

Arif Irhami, S.H.l., M.Sy.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
dto dto
Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,
dto

Afra Desmiarlen, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 1.250.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Biaya PBT : Rp 250.000,00

Jumlah Rp 1.655.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh lima
ribu rupiah)
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